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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa hal yang menjadi hasil kajian terhadap permasalahan dalam 

penulisan ini. Pertama, kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, 

yakni Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi, untuk melakukan registrasi 

terhadap nomor telepon yang dimilikinya. Dimana proses registrasi tersebut 

dapat dilakukan secara sendiri atau melalui gerai milik Penyelenggara Jasa 

Telekomunikasi atau gerai milik mitra. Penyelenggara Jasa 

Telekomunikasi, disebut juga sebagai pelaku usaha, akan menerima, data – 

data pribadi yang akan dikirimkan atau disampaikan oleh Pelanggan 

Prabayar Jasa Telekomunikasi, berupa 1. NIK dan 2. Nomor Kartu 

Keluarga. Data pribadi tersebut akan disampaikan melalui layanan pesan 

singkat atau SMS melalui Nomor MSISDN atau nomor telepon pelanggan. 

Kemudian, setelah data itu diberikan dan disampaikan, pihak 

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi akan menerima data dan melakukan 

validasi. Validasi dalam hal ini artinya sebuah proses pencocokan data 

pelanggan dengan data kependudukan milik instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.  

Kemudian, dalam hal ini, Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi 

merupakan konsumen dari jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh 

pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Pelanggan Prabayar Jasa 
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Telekomunikasi sebagai konsumen mempunyai hak – hak yang harus 

dijamin perlindungannya. Salah satu hak Pelanggan Prabayar Jasa 

Telekomunikasi adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta 

keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh 

pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Bahwa ketika Pelanggan 

Prabayar Jasa Telekomunikasi sebagai konsumen menyampaikan data – 

data pribadi kepada pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, harus 

terciptanya suatu jaminan atas kenyamanan, keselamatan, dan terutama 

keamanan terhadap data pribadinya. Dengan demikian, diperlukannya 

sebuah aturan mengenai perlindungan data pribadi untuk menciptakan dan 

melaksanakan jaminan atas keamanan terhadap data pribadi yang diberikan. 

Pada sampai hari ini, Indonesia belum memiliki aturan mengenai 

perlindungan data pribadi dalam bentuk Undang – Undang. Saat ini, 

Indonesia baru hanya memiliki Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, 

Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 belum cukup, hal itu disebabkan 

substansinya tidak memiliki prinsip – prinsip perlindungan data pribadi dari 

OECD Privacy Guidelines dan hanya memiliki cakupan pada sistem 

elektronik saja. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa setiap peraturan yang 

berhubungan dengan hak asasi manusia itu harus dibentuk dalam Undang – 

Undang.  
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5.2 Saran 

 

Melihat bahwa pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin 

berkembang dan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data 

pribadi seseorang dan sangat diperlukan adanya suatu aturan dalam bentuk 

Undang – Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang sudah bersifat 

mendesak (urgent). Hal itu disebabkan karena Indonesia merupakan 

anggota dari OECD dan Part Four Article 19 mendorong setiap anggotanya 

untuk mengimplementasikan prinsip – prinsip yang ada ke dalam sistem 

hukumnya. Bahwa dengan adanya Undang – Undang tentang Perlindungan 

Data Pribadi, akan menciptakan jaminan keamanan dan juga perlindungan 

tidak hanya dalam kewajiban penyampaian data pribadi menurut Permen 

Kominfo Nomor 21 Tahun 2017, namun dapat mewujudkan jaminan 

keamanan serta perlindungan tersebut di dalam bidang lain. Maka dari itu, 

perlindungan terhadap keamanan data pribadi menjadi penting dan patut 

diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan harus segera membentuk 

Undang – Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan cara 

harmonisasi hukum dalam bidang perlindungan data privasi.  
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